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PERATURAN DAERAH PROPINS| BANTEN

NOMOR 33 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH PROPINSI BANTEN -

Menimbang

Mengingat

ENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1z

GUBERNUR BANTEN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1939 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Propinst Banten, perii membentuk Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Perpustakaan Daerah Propinsi Banten:

bahwa pembentukan Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Perpustakaan Daerah
Propinsi Banten sebagaimana dimaksud pada

hurui & di atas perlu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,
Tambtahan Lembaran Negara Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 43 Tahun 1999 (l.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 189,
Tarmbahan Lembaran Negara Nomor 3980);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1399 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,
Tambnhan Lembaran Negara Nomor 3839);



Y
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Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerzh {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran,Negara
Nomor 3848)

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999
lentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotusme
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Nomor
3851);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000
tentang  Pembentukan Propinsi  Banten
(Lembaran Negara Rerublik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4010)

Peraturan  Pemerintah Nomor 25 Tahun
2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah
Otonom  (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2000  Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Nomor
2052}

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun
2000 tentang  Pedoman Organisasi
Perang«at Daerah (Lermbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
165Y):

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun
2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan
atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Caerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41)

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun
2001 tentang Penyelenggaraan
Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik
Indenesia  Tahun 2001 Nomor 62,

Tambahan Lembaran Negara Nomor
4095);
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iJ. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002
tenlang Rencana  Strategis Daerah 4
(Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3) &

i". Peraturan Daerah Ncmor 3 Tahun 2002
tentang Tata Cara Pembentukan dan
Teknik Penyusunan Peraturan Daerah

(Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4).

Dengan persetujuan

DEWAN SERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI BANTEN

MEMUTUSKAN :
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PZRATURAN DAERAH FPROPINSI BANTEN
T=NTANG FEMBENTUKAN, SUSUNAN
C=GANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
PZRPUSTAKAAN DAERAH PROPINS!

E-NTEN

BAB |
CTENTUAN UMUM

Pasal 1
" Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah F-opinsi Banten:
emerintah Deasrah adalah Gubernur, beserta perangkat

an otcnom /ang lain sebagai Badan Eksekutif Daerzh
pinsi Banten.

ubernur adalan Gubernur Banten:

wan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disehut
~D ada’zn Bedan Legislatif Daerah Propinsi Banten;
Szrretanat Daeran yang selanjutnya disebut SETDA adalzh
Szxretariat Daerzn Propinsi Banten:
zzretans Daerzn yang selanjutnya disebut SEKD” adalzn
=z-reians Caerz” Propinsi Banten
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i a disebut Kantor
7 Kantor Perpustakaan Daerah yang selanjutny

insi Banten,

adalah Kantor Perpustakaan Daerah Pmr? mjang selanjutnya
8 Kepala Kantor Perpustakaan Daer:aPer o SN il

disebul Kepala adalah Kepala Kantor Ferp

Propinsi Banten:; truktural: '
9 Eselon adalah tingkatan jabatan stru ' Pegawai
10 Kelompok .Jabatan Fungsional adalah Ht’::ogf::g sgesua:

Negeri Sipil yang diberi hak dan Vf'was dan fungsi

keahliannya dalam rangka menunjang tug

Perpustakaan Daerah.

BAB i
PEMBENTUKAN

Fasal 2

Oengan Peraturan Dasrah ini dibentuk Kartor Perpustakaan
Daerah Propinsi Banten

SAB Il
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGS!

8agian Pertama
Kedudukan

Pasal 3

(1) Kantor Perpustakaan Daerah Propinsi
penunjang Pemerintah Propinsi.

(2) Kantor Perpustakaan Daerah Pro
yang berada di bawah dan b
kepada Gubternur melalui Sekreta

merupakan unsur

pinsi dipimpin oleh Kepala
ertanggungjawab langsung
ris Daeran,

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 4

Kantor Perpustakaan Daerah Pro
membantu  Gubernur dalam
pemerintahan dibidang Perpust

pinsi Banten mempunyai tugas

Menyelenggarakan tugas umum
akz22n Daerah



Bagian Ketiga
Fungst

Pasal 5 o

+
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut padai

Pasal 4 Kantor Perpustakaan Daerah Propinsi Banten
mempunyai fungsi :

a
D

P

(2)

Uunsur penunjang penyelenggaraan pemerintah;

penyusunan rencana dan program kegiatan bidang

Perpustakaan Daerah Propinsi

Lwrumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pemanfaatan
erpustakaan;

werencanaan dan Delaksanaan koordtnaS| dalam rangka

menunjang pelaksanaan tugas bidang perpustakaan;

penyiapan standar pelayanan minimal dibidang pei pusiakaan,

pengelolaan data base dan informasi bidang perpustakaan;

pengintegrasian  sistem, pengolahan dan pemanfaatan

perpustakaan;

pelaksanaan kerjasama bidang perpustakaan:

oelayanan layanan jasa dibidang perpustakaan:

pengelolaan administrasi ketatausahaan, keuangan,

kepegawaian, urusan umum, dan rumah tangga kantor;

oelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur
sesuatl dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISAS]

Pzszal 6

Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan Daerah Propinsi
erdin dari ;

Kepala;

Sub bagian Tata Usaha:

Seksi Akuisisi, Pengelolaan dan Informasi Pustaka:

Seks: Layanan, Pengembangan dan Bina Perpustakaan;
Kelompok jabatan fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan Daerah

Propinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Daeran Int.
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BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pas=! 7
~nex Jabatan Fungsional mempunyal tugas melaksanakan
zzian 1uigas Pemeanntah Daerah sesuai dengan kea-hian dan

A _,'_'Jha.:‘.-
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“embiayaan  Kantor
=:babankan Kepada A

‘undangan yang berlaky.

Pasal 8

- dari sejumiah tenaga
Kelompok Jabatan Fungsional terdir ?aaprLasr?! berdasarkan
fungsional yang diatur dan dite

peraturan perundang-undgflga” yangaim
Kelompok Jabatan Fungsional sebag s
ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga
ditunjuk ' _ imaksud dalam
Jumlah tenaga fungsional sebaga'mina d(ejaﬂ beban kerja
ayat (1) ditentukan berdasarkan _kebutu iﬂ ai}nana N
Jenis dan jenjang jabatan fungsional se agturan AP———
dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan pera -
undangan yang berlaku. N _ W
Kelompok Jabatan Fungsional mempUﬂ‘/a'b t:agff 2
Ceag4an peraturan perundang-undangan yang be

berlaku.
ana dimaksud-dalam

gsional Senior yang

BAB Vi N
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Fasal 9

Pejabat Struktural Eselon U dan Pejabat Fungsioaa pada
Kantor Perpustakaan Daerah alangkat dan diberhentikan oleh
Guoernur dai Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat

sesual  dengan ketentuan perundang-uncangan yang
Derlaky

Pejatat  Struktural Eselon |
Perpustakaan Daerah diangkat
Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat
sesual dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaki:.
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural
dan Fungsional sesuyai dengan  ketentuan perundang-

kebawah pada Kantor
dan diberhentikan olel

BAB Vi
PEMBIAYAAN

€rah  Propins;
Patan dan
lainny;
berlakul

Banten
Belanja Daerah
Yang sah sesual

sumber-sumber Pembiayaan

undang-undangan yang



BAB Vill
TATA KERJA

1
Pasal 11 ’
Calam meiaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan
kelompok tenaga fungsional di lingkungan Kantor Perpustakaan
Daerah Propinsi wajib menerapkan prinsip Koordinasi, integrasi
dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan
?rganrsam di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi

ain diluar Pemerintah Daerah sesca. dengan tugasnya.

BAB X € *om e
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasa!l 12

Pemaniazian sarana, prasarana, sumber daya aparatur

/kepegawaian dan pembiayaanrya diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Guberpur

8AB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Uralan tuges dari rnasing-masing Jabatan Struktural pada Kantor
Perpustakzan Daerah disusun secara tersendiri dalam Keputusan
Gubernur.

Pasal 14

Ketentuan lainnya, sebagai kelengkapan dan pelaksanaan
Feraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan tersendiri dalam
Keputusan Gubernur.

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka scgala

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur hal yang sama
dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 16
.4 tanggal diundangkan
Peraturan Daerah ini mular berlaku pada tangg .

| memeriniznka-
getahumnya.
Agar  setiap orang dapa! mend

o
aran Dazerar
alam Lemb

pengundangan Peraturan Daerah ' d

Propins: Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 20 el 2377

GUBERNUR BANTEN.
td

H O MUNANDAR
Diundangkan d: Serang
pada tangga!

3.Juai 2072

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI BANTEN

ttd
DRS. H. AYIP MUFLICH

Pembina Utama Muda
NIP. 010 096 099
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PENJELASAN

ATAS RANCANGAN ;
PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN

e #
A

NOMOR 33 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISAS! DAN TATA KERJA
KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH PROPINSI BANTEN

A UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22
tanun 1999 tentang Pernerintzhan Daerah, Undang-undang
Nomor 25 Tahun 1999 tentany Perimbangan Keuangan antara
Cemenntahan Pusat dan Daerzh, Peraturan Pemerintahan
~omor 28 Tabun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan
newenangan Pemerintahan Prop.nsi sebagai Daeran Otonom

sena dengan ditetapkannya Unceng-undang Nomor 23 Tahun
¢<00 tentang  Pembentukan Prepinsi Banten, maka dengan
a2danya paradigma bary dalam sistem Pemeriniazhan Negara
Renublik indonesia, yaitu adanya penambahan jumiah Propinsi,
all

Propinst Banten adaiah Prouinst ke 30

. Perubahan yang
“ukup  signifikan  tersebut

. dianteranya pada pelaksanaan
~ezmenniahan di Daerah yaitu acanya pengembangan Daerah

wonom yang luas. nyata dan betanggung jawah bagi Daerah
“ropinsi. Kasupaten/Kota.

Pembenan otonom: kepada Daerah sebagaimana
diclaskan datam Peraturan Perundang-unddangan tersebut ¢
atas. memberikan kepada Daereh lebih ivas dan bertanggung
zwab  dalam menentukan  jumiain,  dan  nomenklawr
“zlembagaan Perangkat Daerah vyang disertai adanya
oelimpahan pembiayaan, sesuai dengan kewenangan Daerah
dan dilaksanakan oleh Dacrah berdasarkan kebutuhan,

notensi, karakteristik dan kemamnpuan Daerah itu sendiri.

Perubahan yang mendasar dari sisi kelembagaan juga
disertai perubahan vang signifikan pada garis kebijaksanaan,
voordinasi. pengendalian seiia pertanggungjawaban Perangkat
Caerah Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-ur.dang
rtomor 27 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah bahwn

zrangkat Dazrah terdin dan Sekretariat Daerah, Dinas Daerah

Zan Kania® Fernustakaan Daerah sebagai Lembaga Teknis
aerah



rah adalah sebagal unsur

Kantor Perpustakaan Daeah dalam melaksanakan

penunjang  Pemerintahan Daer jumiah dan besaran
penyelenggaraan Pemerintahan, yaggtuhan Daerah.
organisasinya disesuaikan dengan }‘(e v perangkat Daerah

Pembentukan Organisasl didasarkan pada
sebagaimana dielaskan diatE}S harusj dan kemampuan
Kebutuhan, kondisi, karakteristik, poteﬂ; n memperhatikan
Daerah, dengan selalu mengacu 2 a diatur dalam
bidang/kelompok  kewenangan sebagarmaﬂﬁ ng mergatur
Peraluran Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 {aa gg”emerintah
dan menetapkan perimbangan keuangan anta it
Pusat dan Daerah, agar nantinya dgﬂa‘m pembaratkan
penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah tidak membe
bagi Daerah daiam sekior/seqi pembiavaanityd. '

Bahwa sebagaimana telah diatur datam Uhdang-dﬂd‘ang.
Nomor 22 Tahun 1999 pelaksanaan azas dekonsemlasi
diletakkan pada Daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai
“Mlayah  Administratif  untuk  melaksanakan kewenangan
Pemerintahan tertentu, yarg dilimpahikan kepada Gubernur
Sebagal wakil Pemerintah, sedangkan azas pelaksanaan tugas
pembantuan diproyeksikan sebagian akan dilaksanakan oleh
Pemerintah Propinsi dan sebagian lainnya akan dilaksanakan

cleh Daerah Kabupaten/Kota bahkan dimungkinkan oleh
Desa/Kelurahan.

Sebagaimana telah  diketahui dalam Undang-undang
yang mengatur Pemerintahan Daerah sebelumnya vyaitu
Undang-undang Nomor 5 tahun 1574 tentang Pokok-ookok
Pemerintahan  di Daerah. Kelembagaan Organisasi
Pemernntahan Propinsi terbagi dalam beberapa bSentuk yaitu

iembaga desentralisasi, dekonsentrasi Departemen Dalam

Negeri, Unit Pelaksana Teknis Oinas dan Instans; Vertikal di
Caerah . :

22 Tahun 18989, di Daerah han
desentralisasi, kecual bebera
can lainnya sebagaimana diat 9 dan Pasal 11
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. '

Atas dasar pertimbangan s
maka uniuk mengakomodasikg
nyata oan bertanggung jawab
Undang-undang tNomor 22 T3
S€Cara bertahap dan
terhadap Keiembagaan/ ¢
dengan usia/keberadaan
reiatif masin bary. untuk
daiam Negara Kesatuan

ebagaimana
n Otonomi p
sebagaj

dijelaskan dj atas,
aerah yang luas,
i S Pelaksanaan amanat
. di Propins; Banten,
berk_elan_Jutan dilakukan penataan
ganlsaSI Perangkat Daerah, sejalan
dat;g}e;m_tahan Propinsi Banter: vang
Sejaiar dan an Propinsi lainnya
Republik 'ndo.we';te?. IS Sl



Dari hasil kapjan dan penataan dimaksud ditetapkan
Peraturan Daerah Propinsi Banten tentang pembentukan
organisasi Perangkat Daerah, yang pada gilirannya akan
melaksanakan tugas dan kewenangan Daerah Propinsi sesuai
kebyjakan yann ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan pada
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
dalam rangka penyelenggaraan umum Pemerintahanan,
pembangunan aan pelayanan kepada masyarakat,

Alas dzsar tugas dan fungsi serta beban kerja Kantor
Perpustakaan Daerah, maka untuk kelancaran pemberian
pelayanan  kepada masyarakat dalam  melaksanakan
penyelenggarzan  Pemerintahanan,  pembangunan  dan
pelayanan kepada masyarakat perlu meninjau  kembal
Keputusan  Gubernur Nomor 03 tahun 2001 tentang

Pembentukan. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaaa
Teknis Dzersh Prepinsi Banten.

.PASAL BeMi PASAL

Pasal 1 samnzi dengan Pasai 16 cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR
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